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PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintah terendah dengan status
berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat
sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan
pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari
pemerintahan kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan
hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah
kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah
dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang
berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal
usulnya.*

Data terakhir jumlah desa di Indonesia adalah 65.189 desa, sedangkan
keluharan berjumlah 7.878 kelurahan (Ditzen Administrasi Kependudukan
Depdagri 2007). Ini artinya bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sekitar 89% berupa pemerintahan desa dan hanya sekitar 11% berupa

pemerintahan kelurahan yang bersifat perkotaan.

! Hanif Nurcholis, “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (Jakarta:
Penerbit Erlangga,2011) h. 1



Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting baik
sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai
lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai alat
untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah
terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak
disejahterakan ; sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan
lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai
kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar
biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa
telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan
oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Dengan keadaan seperti itu, maka keberadaan desa baik sebagai lembaga
pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi
sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan
ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas
kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan
bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat
bagi pengembangan system politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang
stabil dan dinamis.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang
saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relative

sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan



kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencariannya adalah bertani atau
nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan
sebagai petani baik sawah ataupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian
besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.

Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relative
homogen. Masyarakat desa teriakat oleh kesamaan dan kesatuan system nilai
sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub. Karena itu,
mereka disebut masyarakat paguyuban (gemeineschaft).

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, desa dibedakan dengan kelurahan. Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul
dan adat istiadat setempat yang diakui negara ; sedangkan kelurahan adalah
satuan administrasi pemerintahan dibawah kecamatan yang merupakan wilayah
pelayanan administrasi dari kabupaten/kota.?

Dilihat dari ciri geografis, demografis, dan sosiologisnya, desa
mempunyai ciri perdesaan sedangkan kelurahan berciri perkotaan. Wilayah
perdesaam adalah wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kecamatan atau ibu kota
kabupaten/kota. Penduduk desa umumnya berasal dari datu keturunan (geneologi)
sehingga mempunyai system kekerabatan yang erat. Mata pencaharian

penduduknya umumnya dibidang pertanian dan perikanan. Adapun wilayah

2 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan, ....,h.2



perkotaan adalah wilayah yang berada dipusat ibu kota kabupaten/kota dan
sekitarnya. Penduduknya umunya imigran. Mata pencarian penduduknya
umumnya diluar bidang pertanian: pedagang, karyawan swasta, PNS, penjual
jasa, dan professional. Di samping itu, karena sebagian besar pendatang,
penduduknya tidak terikat dengan nilai-nilai asli setempat seperti gotong royong
sedesa, selamatan desa, upacara adat desa, dan lain-lain.

Masyarakat desa yang dicirikan seperti itu disebut sebagai masyarakat
yang bersifat komunal, hidup dalam kebersamaan. Masyarakat yang bersifat
komunal mempunyai ciri-ciri kebersamaan: saling mengenal, bahu-membahu,
gotong royong dalam memecahkan masalah bersama/umum, dan menghormati
nilai kebersamaan. Masyarakat dengan ciri-ciri demikian disebut sebagai kesatuan
masyarakat, community Maksudnya adalah kesatuan masyarakat yang terikat
oleh tata-cara tertentu yang mengatur perikehidupannya sendiri.

Berbeda dengan masyarakat desa, masyarakat kelurahan relative mandiri
dalam arti tidak terlalu terikat dengan adat istiadat yang yang berlaku
sebagaimana diikuti masyarakat pada umumnya Anggota masyarakatnya tidak
terikat oleh system nilai budaya yang relative homogen seperti didesa. Mereka
hidup secara otonom/sendiri-sendiri. Tidak seperti orang desa yang merasa satu
ikatan persaudaraan dengan orang sedesa, orang kota hanya merasa satu ikatan
dengan anggota perkumpulannya, seprofesi, sekepentingan, dan seafiliasi.

Umumnya mereka menjadi anggota perkumpulan formal seperti organisasi



profesi/pekerjaan, olah-raga, hobi, seni, dan lain-lain. Jenis pekerjaannya pun
beragam: pedagang, pegawai negeri, TNI/Polri, buruh, dokter, pengacara,
pengusaha, dan lain-lain. Mereka pun memiliki mobilitas yang tinggi, suka pergi
ke mana-mana. Kehidupan masyarakat seperti itu disebut masyarakat patembayan
(gesellschaft).?

Dilihat dari sejarahnya, desa sudah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan
Nusantara sebelum kedatangan Belanda. Desa adalah wilayah-wilayah yang
mandiri dibawah taklukan kerajaan pusat. Dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan, Kkerajaan pusat hanya menuntut loyalitas desa. Sedangakan
bagaimana desa menyelenggarakan pemeritahan nya, kerajaan pusat tidak
mengatur melainkan menyerahkan nya kepada desa yang bersangkutan untuk
mengatur dan mengurusnya sesuai dengan adat istiadat dan tata cara nya sendiri.

Desa memiliki posisi yang unik dan istimewa dalam system pemerintahan,
hal ini diperkuat dengan fakta kesejahteraan tentang desa, bahwa desa dengan
asal-usul adat istiadatnya telah eksis sejak dulu. bahkan Desa lebih tua umurnya
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap yang semestinya dilakukan
dalam pengaturan Pemerintahan Desa dalam konteks otonomi adalah pengakuan
dan penghormatan terhadap keberadaan Desa yang beragam. Sikap ini didasari

oleh pemahaman bahwa Desa-desa di Indonesia memiliki hak asal-usul dan adat

% Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan penyelenggaraan,..., h.3



istiadat yang tidak sama satu sama lain. Oleh karena itu penyikapan terhadap
Desa haruslah asimetris. *

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berkenaan dengan filosofi Dana
Desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa
melalui peningkatan pelayanan public Desa, memajukan perekonomian Desa,
mengatasi kesenjangan pembangunan antara Desa serta memperkuat masyarakat
Desa sebagai subjek dari pembangunan. °

Sedangkan prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang di
dahulukan dan diutamakan pilihan kegiatan lain nya untuk dibiayai dengan dana
desa. Penetapan prioritas penggunaan dana Desa sangat penting dilaksanakan
sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan dalam Peraturan Mentri Desa
Nomor 16 Tahun 2018 yang memfokuskan penggunaan dana Desa dalam bidang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan masyarakat

Desa.

*Jazuli Juwaini, Otonomi Sepenuh Hati Pokok-Pokok Pikiran Untuk Implementasi Otonom
Daerah, (Jakarta: Al-I’tishom Cashaya Umat, 2007), h. 91

® Puspitasari Dimas Hayni, ”Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017
Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ( Studi Kasus di Desa Sukamanah
Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang), ” ( Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 3



Pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan dan melaksanakan
tugasnya dalam melayani masyarakat dengan memanfaatkan dana Desa dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018
khususnya dalam  bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
sebagaimana prioritas penggunaan dana desa yang seharusnya menjadi kegiatan
yang didahulukan untuk dibiayai oleh dana desa tetapi dalam pelaksanaannya ada
beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan realisasi dana desa tersebut, salah
satunya adalah dalam pengajuan dana untuk pembangunan desa, dimana dalam
pengajuan dana tersebut tidak langsung diterima oleh pihak pemerintah karena
memang ada beberapa tahapan dalam pengajuan tersebut dan pencairan dana desa
itu harus menunggu sekitar 1 sampai 2 tahun dana untuk pembangunan sehingga
menyulitkan pihak desa dalam melaksanakan pembangunan desa. misalnya,
dalam pelaksanaan pembangunan infastruktur yaitu jalan yang memang belum
dibangun secara keseluruhuan.®

Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana Peraturan Menteri Desa ini
diimplementasikan dan apa kendala dalam pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat di Desa Labuan Kecamatan Mancak Kabupaten

Serang.

® Sekretaris Desa Labuan, “Kendala Dana Desa”, Wawancara Dirumahnya Pada Tanggal 16
Maret 2019 Pukul 13.20 WIB



Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauhmana
Prioritas Penggunaan Dana Desa khususnya di Desa Labuan Kecamatan Mancak
Kabupaten Serang.

Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti
dan menuangkannya dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul:
“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 16 TAHUN
2018 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019 (STUDI DI DESA LABUAN KECAMATAN MANCAK

KABUPATEN SERANG)”.

B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat
diirumuskan beberapa permasalahan yaitu:
1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 di Desa Labuan?
2. Apa Kendala Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor

16 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai pokok-pokok permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16
Tahun 2018 di Desa Labuan?
2. Untuk Mengetahui Apa Kendala Priorioritas Penggunaan Dana
Desa di Desa Labuan Berdasarkan Peraturan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16
Tahun 2018?
D. Manfaat Penelitian
Penelitian terhadap Implementasi Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun
2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Desa
Labuan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang
akademik mengenai implementasi Peraturan Menteri desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 Tentang penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di desa Labuan.
2. Manfaat Praktis
a. Untuk memenuhi sebagian tugas akhir guna menyelesaikan study S1
Universitas Islam Negeri “SMH” Banten
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat

agar dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri desa



Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

tahun 2018.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

10

Nomor 16

Dalam penelitian ini membahas tentang penggunaan dana desa untuk

mengetahui

bagaimana pelaksanaan menteri desa. Berdasarkan eksplorasi

peneliti, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

NAMA JUDUL SKRIPSI | PEMBAHASAN PERBANDINGAN
Hayni Dimas | Implementasi Skripsi ini | Dalam  skripsi  Hayni
Puspitasari PermenDesa membahas  tentang | persamaannya lebih
nomor 19 tahun | PermenDes nomor | sama-sama
2017 tentang | 19 tahun 2017 di | menggunanakan landasan

penetapan prioritas
penggunaan dana
desa tahun 2018 di

desa Sukamanah

desa Sukamanah dan
Faktor penghambat
pemerintah desa
dalam melaksanakan
prioritas penggunaan
dana desa di desa

Sukamanah

yuridis  menteri  desa
nomor 16 tahun 2018,

sedangkan perbedaannya

Penulis lebih
memfokuskan pada
Kendala Prioritas

penggunaan dana desa di

desa Labuan
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Miftahuddin | Akuntabilitas Dan
Transparansi
Pemerintah Desa
Terhadap
Pengelolaan Dana
Desa
(Studi  Kasus
Desa
Panggungharjo Ke
Camatan  Sewon

Kabupaten

Bantul)

Skripsi ini
membahas  tentang
mekanisme
pengelolaan  Dana
Desa di desa dan
mekanisme
Transparansi dana
Akuntabilitas  yang
dilakukan
pemerintah desa

terkait dengan Dana
Desa di desa

Panggungharjo

Dalam skripsi ini
Miftahuddin
berkonsentrasi pada
Akuntabilitas dan
Transparasi Pengelolaan
Dana Desa

sedangkan skripsi yang
saya buat berkonsentrasi
pada penetapan prioritas
penggunaan dana Desa di

Desa Labuan

F. Kerangka Pemikiran

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya

perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam

rangka  meningkatkan

pembangunan di

pemberdayaan,

pedesaan melalui dana APBD kabupaten, propinsi

kesejahteraan

dan  pemerataan

dan

pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan
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dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. Dengan
mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan
pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya
pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten
propinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercaoai tingkat kesejahteraan
dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.’

Alokasi dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber
dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10%. Tujuan alokasi dana Desa adalah:
1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa
dan pemberdayaan masyarakat ;

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

4. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka
mewujudkan peningkatan sosial;

5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan
kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

" HAW.Widjaja,Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli,Bulat Dan
Utuh,(Jakarta:rajawali pers,2014), h. 133
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8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes).®

Dana Desa yang bersumber dari APBN setiap tahun dimaksud untuk
mengefektifkan program berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
Pengalokasian dana Desa yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan
geografis. Secara teknis dana Desa dari APBN ditransfer melalui APBD
kabupaten/kota.’

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan dan
pemberdayaan masyarakat. Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
berdasarkan praksara masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.
Kewenangan Desa meliputi:*

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul

2. Kewenangan lokal berskala Desa

® Bambang Trisantono Soemantri, Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

(Bandung: Fokusmedia, 2011), h. 157-158

¥ Chabib Soleh Dkk, Pengelolaan Keuangan Desa, (Bandung: Fokus Media, 2015), H. 40

10 Puspitasari Dimas Hayni, “Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017
Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ( Studi Kasus di Desa Sukamanah
Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang), ” ( Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2018), h. 27
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3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal ini
memperlihatkan keinginan pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat
dan menjadikan Desa sebagai basis pembangunan. Maka Hal tersebut sesuai
dengan visi-misi yang ada dalam undang-undang tersebut, bahwa negara dan
pemerintah ingin melindungi, membangun dan memberdayakan Desa agar
menjadi kuat, mandiri dan demokratis dalam melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar terciptanya
masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Didalam undang-undang tersebut diatur tentang pentingnya penerapan
yang baik dalam menjalankan pemerintahan, termasuk didalamnya kaidah-kaidah
dalam pengelolaan pemerintahan, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,
yang didalamnya termasuk tata kelola keuangan pemerintah pusat, daerah dan

Desa. 1

1 Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: sinar grafika, 2010), h. 10
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Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 bahwa pengelolaan Desa
tidak bisa dilakukan diseragamkan, tetapi harus dipandang sebagai sesuatu yang

plural (kebhinekaan) dan didasarkan pada paham desentralisme.*?

G. Metode Penelitian
Dalam metode penelitian ini, penulis melakukan beberapa metode sebagai
berikut:

1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu
metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan
menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan
perbuatan-perbuatan manusia. Jenis penelitian ini menggunakan
penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun
langsung kelapangan. Adapun lokasi penelitian di Desa Labuhan
Kecamatan Mancak Kabupaten Serang provinsi Banten, dengan objek
penelitian Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

2. Sumber Data

12 Ateng Syarifudin, Suprin Na’a, Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum
Modern Dalam Desain Otonomi Desa, (Bandung; PT Alumni, 2010), h. 17
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a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan
dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh
peneliti.

b. Data sekunder vyaitu data pendukung yang memperjelas data
primer, yang termasuk data sekunder adalah dokumen-dokumen
resmi, buku yang berhubungan dengan dana Desa dan peraturan
perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, maka

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi:

a. Menurut Nawawi dan Martini
Observasi adalah pengamatan sekaligus pencatatan secara urut
yang terdiri dari unsur-unsur yang bermunculan dalam suatu
fenomena-fenomena dalam objek penelitian. Hasil dari
pengamatan akan dilaporkan dengan susunan yang sistematis dan
sesuai kaidah yang berlaku. 2

b. Menurut Lexy J. Moleong

WIB

13 https://www.zonareferensi.com Di akses pada tanggal 25 februari 2019 pada pukul 23.55


https://www.zonareferensi.com/
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Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan-tujuan
tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan
langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan
dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan
permasalahan penelitian.**

c. Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapat
dari dokumenn, peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta, peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima
bab, yang secara garis besar penulis uraikan sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang
Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Il : Kondisi Objektif Lokasi Penelitian, yang berisi Letak
Geografis dan Demografis Desa Labuan, Kondisi Sosial Masyarakat Desa
Labuan, Visi dan Misi Desa labuan, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
Labuan, Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa Labuan dan Keadaan

Pemerintahan Desa labuan.
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Bab 11l : Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, yang berisi Hierarki Peraturan Perundang-
undangan di indonesia dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018.

Bab IV : Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Labuan, yang berisi
Penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas
Penggunaan dana desa di desa Desa Labuan dan Kendala Pemerintah desa dalam
melaksanakan Prioritas penggunaan Dana Desa.

Bab V : Penutup, yang berisi Kesimpulan dan saran.



